
4. Peraturan...

~ \,;~

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberana kali, tcrakhlr dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua alas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcrintahan Duerah (Tembahau Lcrnbaran Negara
Republik Indonesia Tallun 2015 Nomor 58, Tambal1a.n
Lembaran NegarnRepublik Indonesia Nornor567,)};

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur
Sipil Ncgara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, T;!mballan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 195<) tentang
Pemhentukan Daerah Tingkat !!dan Kota Praja eli Surnutera,
Selatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia TAhun 1959
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara RcpubJik Indonesia
Nomor 1821);

Mcnimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peruturan
Daerah Kota Palemhang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pemngkat Daerah Kola
Palembang, periu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tcntang Kedudukan, Susunan Organlsasi, Tugas
dan Fungsi Sena Tata Kerja Dinas Pernberdayaan
Perempuan, Perllndungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat KOla Palembang;

WALIKOTA PALEMBANG,

OENGAN RAHW.ATTUHAN YANG MAHA gSA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNOAN ANAK

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

TENTANG

NOMO~ 6~ TAHUN 2016

PERATURAN \1JALIKOTA PALEMBANG

PROVINSISUMATERASELATAN

WALtKOTA PALEMBANG



1l. Seksi... ~ v:~

Pemberdayaan
Pemberdayaan

Dalarn Pcraturan Walikota ini, yang climaksuddengan:
L Kota adalah Kola Palembang.
2. Pemerintah Kota adaJah Pemerimah Kota Palembang.
3. WaJikota adalah Walikota PaJembang.
4. WakilWalikota adalah Waki)Walikota Palcrnbang.
5. Sekrctaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.
6. Dinas Pcmberdayaan Perempuan, Perllndungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pernberdayaan
Percmpuan, Perlindungan Anak dan Pembcrdayaan
Masyarakat Kota Palernbang.

7. Kepala Dinas adalah Kepalu Dinas
Perempuan, Perlindungan Anak dan
Masyarakut Kota Palernbang.

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan
Percmpuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat KOlaPalernbang.

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan
Perernpuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyamkut Kota Palcmbang.

lO.Sub Bagian adalab Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Pc:rlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palcmbang.

Pasa! 1

BAB J
KETENTUAN UMUM

MenelRpkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN'
ORGANISASJ. TUGAS DAN FUNGSJ SERTA 1''/\1'AKEI-?J./\ DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLfNDUNGAN ANAK D'/\N
PEMBF.RDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANQ

MF.MUTUSKAN:

6. Peraturan Dacrah Kota Palernbang Nomor 6 Tahun 2016
tentana Pcrnbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palcmbang (Lembaran Dacruh Kota Palernbang Tahun 2016
Nornor 6).

5. Peraturan Mentcri Pernbcrdayaan Perempuan dun
Perllndungan Anak Rcpublik Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedornan Nomenklatur Perangkat Daerah
Oidang Pernberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(Seota Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor
1237);dan

4. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 teniang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887}j
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Pasal3 ...~ '\..l,"'~

(3) Dinas Pemberdayaan Pcrcmpuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan susunan organisasi
pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rncrnpunyai tugas
mernbantu Walikota melaksanakan urusan di bidang
Pemberdayaan Percmpuan Perltndungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan tugas pembantuan.

(4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakal dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
rungsi:
a. perumusan kebijakan tcknis;
h. pelaksanaan kebijakan sesuai dcngan lingkup rugasnya;
c. penyelenggaraan urusan pernerintnhan dan pclayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan sesuai dengan

Iingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya: dan
f. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh \Valikota

terkait dengan tugas dan Cungsinya.

(2) Dinas Pcrnberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang KepaJa
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kcpada WaJikota melalui Sckretaris Daerah.

(11Dinas Pcmberdayaan Perernpuan, Perlindungnn Anak dun
Pemberdnyaan Masyarakat merupakan unsur pclaksana
Urusan Pemerintahan bidang Pernberdayaan Perernpuun,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal2

BAD If
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

11.Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Percmpuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan MaSYflrakat Kota
Palernbang.

12.Urusan adalah urusan pernerintahan yang menjadi
kewenangan Pcmerintah Kota Palembang,

13.Unit PeJaksanaTeknis adalah unsur pelaksana teknis pada
Dines Pemberdayaan Perernpuan Perllndungan Anak dan
Pernberdayaan Masyaralmt yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kcpada Kepala Di.'18s.

14.Kelompol< Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaltan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampitan tertcntu.
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BABI1L.~ v.; ~

(7) Dagan struktur organisasi Dinas Pcmberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
tercantum dalam Larnpiran Peraturan Walikota inL

(()) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau
sebaliknya secara adnunistratif dllaksanakan melalui
Sckretaris.

(4) Masing-masing sub bagian dipimpin olen Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala
Bidang.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh KcpaJa Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas.

{I} susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Percmpuan,
Pcrlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri
dad:
a. Kcpalu. Dinas;
b. sekretanat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Pcrencanaan dan Pclaporan.

c. Bidang Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakal,
membawahi:
1. Scksi Kesetaraan Gender;
2. Seksi Pcningkatan Kualitas Keluarga; dan
3. Seksi Partisipasi Mas~rakal dan Lembaga Usaha

Perempuan.
d. Bidang Perlindungan Perempuan, mcmbawahi:

1. Seksi Pcmenuhan Hak Perernpuan;
2. Seksi Pcningkatan KuaJitas Hidup Perempuan: dan
3. Seksi Pernbinaan Organisasi Perempuan.

e. Bidang Perlindungan Anak, mcrnbawahi:
1.Seksi Pemenuhan lIak Anak;
2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
3. Seksi Data Gender dan Anak.

f. Bidang Pernberdayaan Mnsyarakat, membawahi:
1.Seksi Penguatan Kclcmbagaan;
2. Seksi Pembangunan don Pengernbangan

Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Seksi Pemberdayaan Mnsyarakat Miskin dan
Teknologi Tepat Guna.

g. Unit Pelnksnna Teknis; dan
h. Kclompok .Jabatan FungsionaJ.

Pasal3
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(2) Sub Bagian ...~ ~' {

(I) Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian, mempunyai rugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

umum dan kepegawnian;
b. mengelola adminlstrasi umumdan sural menyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola administrasi barang, pcrlcngkapan dan

kendaraan dinas;
e. mcngclola urusan rumah tangga, kehurnasan dan

keprotokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalannn

dinas;
g. rnelaporkanhasil kerja capaian kinerja;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya;
I. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
J, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagairnanadimaksud pada
ayM Pl. Sckretaris mcmpunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan:
b. pelaksanaan urusan administrasi umum:
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, pcrlengkapan dan

pcrkantoran;
d. pelaksanaan urusan administrnsi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehurnasan; dan
f. pelaksanaanfasilitasi hukum dan perundang undangan.

(1) Sekretaris mernpunyai tugas mernbantu Kepala Dines
dalam mengkoordinasikan percncanaan , keuangan dan
pelaporan serta mcnyelenggarakan urusan administrasi
ucnum, perkantoran, kehumasan dan kcpcgawaian.

Pasa15

Bagian Kedua
Sckretariat

KepaJa Dinas mempunyai tugas mclaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Pernberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan MRsyarakal
bcrdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bcrlaku dan pctunjuk pclaksanaannya,

Pasa! 4

l:::IagianKesatu
Kepala Dinas

BAB ill
URAlAN TUGAS DAN FUNGSI
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c. penyusunan... ~ ~ ~

pelaksanaan
pemberdayaan
politik, hukurn

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1). Bidang Kesetaraan Gender dan Partisipasi
Masyarakat mcmpunyai fungsi:
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan

gender dan pemberdayaan percmpua.n di bidang
ckonorni, sosial, politik , hukum dan pembinaan kualitas
keluarga;

h. pelaksanaan kajian kebijakan
pengaru sutarnaan gender dun
perernpuan di bidang ekonomi, sosial,
dan pcrnbinaan kualitas keluarga;

(1) l3idang Kesctaraan Gender dan Parustpasi Masyarakat,
mernpunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas dinas di
bidang Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakar.

Pasal7

Bagian Ketiga
Bidang Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat

(3) Sub Baglan Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. menyusua rencana progr-.undan kcgiatan;
b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
c. menyusun rencana plafon kcbutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola admlnlstrast keuangan belanja langsung dan

belanja tidal< langsung;
e. mcnyusun dan menganalisa laporan kcuangan;
f. mengontrol kegiatan perbcndaharaan, verifikasi dan

pembukuan/akuntansi;
g. melaporkan hasil kerja capaian kincrja;
h. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
i. menyusun dokumen pelaporan dinas;
j. menyusun dokumen perencanaan dinas;
k. monitoring dun evaluasi capainn kinerja dinas;
1. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
m, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya,

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rcncann program clan keglatan sub baglan

keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja dines;
c. menyusun rencana plafon kcbutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung <ian

bclanja tidak langsung;
e. mcnyusun dan mcnganalisa Iaporan kcuangun;
f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, vcrlfikasi dan

pembukuanj'aknntansl;
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. mclaksanakan tugas kcdinusan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya,
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c. menyiapkan ... ~ \9, ~

(2} Seksi Pcningkatan Kualitas Keluarga, mcmpunyai tugas:
a. mcnyiapkan perurnusan dan kajian kelJijakan

pelaksanaan pengarusuiamaan gender dan
pcmbcrdayaan perernpuan di bidang kualitas keluarga;

b. menyiapkan Iasilitasi, sosiallsasi dan distribusi
kebijnkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

[I) Seksi Kesetaraan Gender, mclaksanakan tugas:
a. menyiapkan dan rnenyusun bahan program

pengnrusutamaan gender dan pcmberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

b. melaksanakan kajian program pcngarusutamaan gender
dan pemberdayaan perernpuan £1i bidang ekonornl;

c. menyusun kegiatan pcngarusutamaan gender dan
pernberdayaan perernpuan di bidang ekonomi;

d. melaksanakan kcgiatan pengarusutamaan gender dan
pcmberdayaan perempuan ill bidang ekonomi;

e. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga
pengarusutamaan gender dan pernberdayaan
perempuan dl bidang ckonomi;

f. monitoring dan evaluast capaian kinerja dinas;
g. melaporkan hasil kerja capaian kincrja;
h. melaksanakan koonlinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait; nan
I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal8

c. penyusunan program pengarusutamaan gender dan
pemberdaynan perempuan eli bidang ekonomi, sosial,
politik, hukum dan pcmbinaan kualitas keluarga;

d. pelaksanaan fasititasl, sosialisai dan distribusi keglatan
pengarusutamaan gender dan pernberdayaan
perempuan di bidang ckonomi, sosial, polirik, hukum
clan pcmbinaan kualnas keluarga:

c. pelaksanaan fasilitas! pcnguatan lernbaga
pengarusutamaun gender dan pembcrdayaan
percmpuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum
dan pemhinaan kualitas keluarga

f. pemantauan clan evaluasi pelaksanaan program
pengarusutarnaan gender dan pcmberdayaan
perempuan di bidang ckonomi, sosial, politik, hukum
dan pembinaan kualitas keluarga;

g. penyusunan laporan ketercapalau sasaran program
pengarusutamaan gender dan pcmberdayaan
perempuan ill bidang ekonomi, sosial, politik, hukum
dan pembinaan kualitas keluarga;

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait; dan

i. pclaksanaan tugas-rugas lain yang diberikan olch
Kepala Dinus sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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C. pcnyusunan ... ~ ~ ~

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dlmaksud pada
ayat (I), Bidang Perlindungan Pcrempuan, mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan rumusan kebjjakan perlindungan hak

perernpuan, pcmbinaan lernbaga layanan perempuan;
b. pclaksanaan kajian kcbijakan perlindungan hak

pcrcmpuan, pernbinaan lernbaga layanan perempuan;

(1) Bida.!lg Perlirulungan Perempuan, mernpunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Perlindungan
Perempuan.

Pasal9

Bagian Keernpat
Bidang Pcrllndungan Perempuan

(3) Seksi Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Usaha
Pcrcrnpuan, mcmpunyai tugas:
a. melaksanakan pcratuf::ln,perundang-undangan dan

kebijakan tcntang partlsipasi lembaga usaha dan dunia
usaha;

b. melaksanakan penyusunan pcdornan, program, dan
kegiatan partisipasi lerobaga usaha dan dunia usaha;

c. melaksanakan pcningkatan pcmaharnan bagi lembaga
profesi dan dunia usaha lentang partisipasi masyarakat:

d. melaksanakan pcningkatan kualitas kcrjasama dcngan
lembaga profesi dan dunia usaha;

e. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan partisipasi lembaga profesi dan
dunia usaha:

f. menyusun laporan basil pelaksanaan program dan
kegiatan partlsipasi lembaga profesi dan dunia usaha;

g. melaksanakan penyusunan pcdoman. program dan
keglatan partispasi media;

g. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dtnas;
j. rnelaporkan hasil kerja capaian kinerja;
k. mclaksanakan koordinasi dan kcrjasarna dcngan

instansi terkait; dan
I. melaksanakan tugas kcdinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

c. menyiapkan bahan pernberian bimhingan tcknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanasm
pengarusutamaan gender dan pemoerdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

d. menyiapkan pcrurnusan kajian kebijakan pengumpulan,
pcngolaban, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang kualitas keluarga;

c. monitoring don evaluasi capaian kinerja dinns;
f. melaporkan hasil keIja capaian kincrja;
g. melaksanakan koordinasl dan kerjasama dengan

instansi terkait: dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang rugasnya,

8



(3) SekSi...~ \i ~

lcmbaga
kualitas

(2) Seksi Peningkatan Kualitas llidup Perempuan, rnernpunyai
tugas:
a. penyiapan bahan penyusunan program

pengarusutamaan gender dan pembinaan kuulitas
keluarga;

b. pclaksanaan kajian program pengarusutarnaan gender
dan pernbinaan kualitas keluarga;

c. penyusunan kegiatan pengarusutarnaan gender dun
pembinaan kualnas kcluarga;

d. pelaksanaan kegiatan pengarusutarnaan gender dan
pernbinaan kualitas keluarga;

e. pclaksanaan kegiatan penguatan
pengarusutamaan gender dan pcmbinaan
kcluargu;

f. monitoring dan evaluasi capaian klnerja dinas;
g. melanorkan hasil kerja capaian kincrja;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

instarisi terkait; dan
i. melaksanakan tugas kedlnasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

{II Seksi Pemcnuhan Hak Perempuan, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program perlindungan

hak perempuan;
b. mcngkuji program perltndungun hak pcrernpuan;
c. menyusun kegiatan perlindungan hak percmpuan;
d. melaksanakan kegiatan perlindungan hak perempuan;
e. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga

perlindungan hak perempuan;
f. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja;
h. rnelaksanakan koordinasi dan kerjasruna dengan

instansi terka iI; dan
i. rnelaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 10

c. penyusunan program pcrlindungan hak percmpuan,
pembtnaan lembaga layanan perempuan dan anak;

d. pelaksanaan Iasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kegiatan pemenuhan hak perempuan, pembinaan
lembaga layanan percmpuan dan anak;

c. pelaksanaan Iasilitasi penguatan lernbaga perJindungan
hak perempuan, pcmbinnan lembaga layanan
perempuan dan anuk;

f. pernantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pcrlindungan hak perempuan, pernbinaan lembaga
Iayanan perempuan dan anak:

g. penyusunan laporan ketercapaian sasaran program
perlindungan hak percmpuan, pcmbinaan lernbaga
layanan pcrernpuan dan anak; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan olch arasan
sesuaidcngan tugas dan fungsinya.

9



Pasal 12... ~ 'i~

(2) Uutuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Bidang Perlindungan Anak.mernpunyai Iungsi:
a. penyiapan hahan rumusan kebijakan pemetaan hak

anak dan pcrlindungan anak dari kekerasan;
b. pclaksanaan sosialisasi tentang pcrnberdayaan anak

kualitas hidup anak, lernbaga ioyanan perempuan anak;
c. pelaksanaan sosialisasi tcntang data gender dan anak,

hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
d. pelaksanaan sosialisasi dan advokasl pemcnuhan hak

kesehatan dan kesejahtcraan annk:
e. pelaksanaan rasilitasi lembaga yang terlarnptr daJam

pernenuhan dan peningkatan kualitas hidup nnak;
r. pelaksanaan koordinasi dengan dinaa/tembaga terkaii

perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
g. pelaksanaan sosialisasi clan advokasi penlngkatan dan

pcrnahaman rnnsyarakat tcnrang perlinclungan anak
dan pcmenuhan hak anak;

h. mcnunjukkan laporan, cvaluasi kegiatan yang terkait
dengan tugas dan Iungsi; dan

i. pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
KcpaJa Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pcrlindungan Anak, rncrnpunyai tugas
melaksanakan scbagian tugas dinas di bidang Perlindungan
Anak:

Pasal 11

Hagian Kelima
Bidang Perlindungan Anak

(3) Seksi Pembinaan Organisasi Perernpuan, mcmpunyai tugas:
a. melaksanakan peraturan don kebijakan partiatpasl

organisasi keagarnaan kemasyarakatan:
b. melaksanakan peningkatan pemahaman partisipasi

organisasi perempuan;
c. melaksanakan sosialisasi tentang organisasi perempuan

dan terkoordlnasi dengan organtsasi yang ada;
n. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi

pelaksanaan kcgiatan keorganisasian yang ada;
e. melaksanakan penyusunan program kegiatan

partislpasi organlsast keagamaan, kernasyarakatan dan
organisasi lainnya;

f. monitoring dan cvaluasi capaian kincrja dines;
g. melaoorkan ha$il kerja capalan kinerja;
h. mclaksanakan koordinasi dan kcrjasarna dcngan

instansi terkait; dan
i. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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(3) Seksi...

(2} Seksi Peningkatan Kuatitas Hidup Anak mempunyai tugas:
<'I. menyiapkan bahan penyusunan program terhadap

lembaga lembaga Jayanan anak korban kckerasn;
b. menyusun kegiatan, pembinaan terhadap lembaga

Iayanan pcrcmpuan dana anak mengaJami lorban
kckerasan;

c. melaksanakan kegiatan dan koordlnasi terhadap
lcmbaga pembinaan dan lembaga layanan yang
menangani percmpuan dan anak dan korban
kekcrasan:

d. melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pembinaan
tcrhadap lembaga layanan perernpuan dan anak;

c. mealaksanakan kegiatan organtsast anak dan angka
peningkatan kualilas hidup anak dalam pembangunan;

f. mclaksanakan kegiatan program organisasi yang terkait
dengan anak pcningkatan kualitas hidup anak dalam
partisipatif untuk pembangunan ;

g. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
h. melaporkanhasil kerja capaian kincrja;
i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dcngan

instansi terkait; dan
J. rnclaksanakan rugas kcdinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya,

(1) Seksi Pcmenuhan Ilak Anak, mempunyai tugas:
a. menyiapknn bahan clan penunjukkan pernenuhan hak

anak dalam pengasuhan alternatif, pendidikan dan hak
partisipartif dalam pembangunan;

h. melaksanakan sosfallsast yang rerkait dengan
pemenuhan hak-hak anak dan pengutan lembaga
pemenuhan hak anak;

c. rnenyiapkan bahan programpcmenuhan hak sipll anak,
hale untuk memperoleh lnformast dan hak untuk
berpartisipasl daJam pernbangunan;

d. mcnyusun kegiatan untuk mernperotch layanan
kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak
untuk mcndapatkan kcsejahteraan ;

c. rnengkaji program pemcnuhan hak anak untuk
mcmperoleh layanan kesehatan tanpa memhedakan
diskriminasi anak;

f. melaksanakan sosialtsasi dan advokasi pernenuhan hl'lk
anak berkebutuhan kbusus clan anak yang
berkebutuhan dcngun hukum:

g. mclaksanakan penunjukkan hak anak berkebutuhan
khusus dan pembangunan clan mernberikan
perlindungan tcrhadap anak berkcbutuhan khusus,
anak yang berhadapan dengan hukum; dan

h. monitoring dan evaluasi capalan kinerja dinas;
1. melaporkan hasil kerja capaian kinerja;
j. melaksanakan koordinasi dun kerjasuma dengan

instansl terkair; dan
k, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal12
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b. melaksanakan ...

~~~

(1) Seksi Penguaran Kelembagaan. mempunyai tugas:
8. menyusun rencana program dan petunjuk teknis scksi

penguatan kclembagaan;

Pasal14

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pcmberdayaan Masyarakat mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

bidang pembcrdayaan rnasyarakat;
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis

bidang pcmberdayaan masyarakat;
c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian bidang

pcmberdayaan masyarakal;
d. pelaksanaan koordinasi dengan dinasjlembaga terkait

pemberdayaan masyarakat;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pclapornn

keztatan yang tcrkait dengan t ugas dan fUllgsi; dan
f. peiaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch

Kepala Dinas scsuai dengan tugas dan Iungsinya.

tugas
bidang

(I) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mcmpunyai
melaksanakan scbagian rugas dinas di
Pcmberdayaan Masyarakar:

Pasal13

Bagian Keenam
Bidang Pernberdayaan Masyarakat

(3) Seksi Data Gender dan ADak, melaksanakan tugas:
a. penyiapan bahan penyusunan program pengumpulan,

pengolahan dan pcngeloJaan data gender dan anak;
b. penyususnan rcncana kegiatan pcngumpulan,

pengolahan dan pengelolaan data gender dan anak;
c. pelaksanaan kegiatan informasi data gender dan anak;
d. pelaksanaan soslalisasi tcrkair dengan pengurnpulan,

pengolahan dID1pengeiolaan data gender don anak;
e. pembinaan kelembagaan pcngumpulan, pcngolahan dan

pcngelolaan data gender dan anak;
f. pemanraun clan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pcngumpulan, pengolahan dan pengclolaan data gender
dan anak;

g. pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pelayanan
infonnasi data elcktronik tentang gender dan anak
korba.n kekerasan;

h. penyusunan laporan jumlah korban kekersan terhadap
perempuan dan anak;

l. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
J. melaporkan hasil kerja capaian kincrja;
k. metaksanakan kocrdinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait; dan
1. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengnn

bidang tugasnya,
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BAB IV...

(3) Seksi Pernberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi
Tepat Guna, melaksanakan tugas:
a. menyusun rcncana program dan petunjuk tcknis seksi

pemberrlayaan masyarakat miskin dan teknologi tcpat
guna;

b. melaksanakan program dan perunjuk tcknis sekst
pcmberdayaan masyarakat miskin dan teknologi tcpat
guna;

c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan
pengendalian scksl pemberdayaan uiasyarakat miskiu
dan teknologi tepat guna:

d. melaksanakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan yang terkuit dengan tugas d3J1fungsi; .

e. melakukan koordinasl dengan dinaa/Iembaga terkait
pembcrdayaan masyarakat miskin dan teknologi tepat
guna;dan

f. melaksanakan lugas kedinasan lain sesusi dengan
bidang tugasnya.

(2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat
mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis seks!

pembangunandan pengcmbangan masyarakat;
b. melaksanakan program dan petunjuk teknis seksi

pembangunan dan pengcmbangan masyarakat;
c. melaksanakan pengawasan , pembinaan dan

pengendalian seksi pernbangunan dan pengembangan
masyarakat;

d. melaksanakan pernantauan, evatuasi dan pelaporun
kcgiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi;

e. mcmfasilitasi pengernbangan pembangunan partisipasi
rnasyarakar;

r. melakukan koordinasi dengan dinas/Iembaga terkait
pembangunan dan pengernbangan masyarakat: dan

g. melaksanakan tugas kedinasan Jilin sesuai dengan
bidang rugasnya.

h. melaksanakan program dan petunjuk teknis seksi
penguatan kelembagaan;

c. melaksanakan pengawasan. pembinaan dan
pengendalian seksi penguatan kelernbagaan;

d. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
c. mclaporkan hasil kerja capaian kinerja;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi terkair: dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

13



BABVl ... ~ ~t

(3) Keiompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kcdalarn
bidang dan/atau seksi yang sesuai dcngan butir kegiatan
teknis fungsional,

(4) Kebutuhan tenaga Iungslonal ditentukan bcrdasarkan slfat,
jenis dan beban kerja,

(2) Kelompok .Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin olch seorang tenaga Iungsionnl senior.

tugas
bidang

(1) Kelompok Jabatan Fungsional rnernpunyai
rnelaksanakan kegiatan teknis scsuai dengan
keahlian masing-rnastng.

Pasal 18

BABV
KF:LOMPOK .IABATAN FUNGSIONAL

Jumlah, nornenklatur, susunan crgantsast, tugas dan fungsi
Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Walikota
tcrscndiri.

Pasal 17

Dalam mclaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan lugas dlnas scsuai dengan bidang

operasionalnya; dan
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis opcrasional.

Pasal 16

(2) Unit Pelaksann Teknis dipimpin oleh scorang kcpala yang
berada eli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas,

(1) Unir Pelaksana Teknis merupakan unsur pclaksana teknis
operaslonal Dinas.

Pasal 15

BAA IV
UNIT Pi';LAKSAN1\ TEKNIS
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OAH Viti ... ~~. ~

(6) Dalam hal Kepala Dinas berbalangan, Kopala Dinae;dapat
menuniuk Sekretaris Dinas atau Kepala Oidang di
lingkungan Diuas berdasarkan scnioritas dan kepangkatan.

(5} Sctiap laporan yang diterima oleh pimpinan saruan
organisasi dari bawahan diolah clan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(4) Kepala Dinas, Sekrctaris, Kepala Oidang, Kepala Suh
Bagian, Kcpala Seksi dan Kepala Unit Pclaksana Teknis
wajib mengikuti dan mernatuhi pctunjuk dan bcrtanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

(3) Kcpala Dinas, Sekretaris, Kepala Aidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pclaksana Tcknis
bertanggung jawab inernimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan mcmberikan bimbingan
serta petunjuk vagi pclaksanaan tugas bawahannya,

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidan!!;, Kepala Suh
Bagian, Kcpnla Scksi dan Kepala Unil Pelaksana Teknis
dalam melaksanakan tugus-rugasnya wajib menerapkun
prinsip koordinasi, in tegrasi, sinkrorusasi dan simplifikasi
baik secara vertikaJ, horizontal dan diagonal dalam
Iingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di Iingkungan Pernerintah Kota serta dengan
instansi lain di luar Pernerintah Kota sesuai dengan tugas
masing-maaing.

(1) Hubungan aruara Kcpala Dinas rlengan bnwahannya atau
sebaliknya secara adminiatratif diloksanakan melalui
Selcretaris.

PalOal20

BABvn
TATAKE~JA

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dun
Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggarnn Pcndapatan dan Belanja Negara
serra sumber-sumber lainnyn yang sah,

Pasal19

BAS VI
PEMBL"YAAN
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BERlTA DAERAH. K01'A PALBMB/\HG TAHLiN 2('1i i'lOMOR 6~

Diundang'can di Palcmuang
pad a lang_P,::li W klOwmlx! r- '20 in

SEKRETARll:) DA~RAH
KOTA PAl-EM HA

HARNI),OYO

Dlietnpkan ell Palcmbnng
p,l(la li.lJJ~:~""'! IoJalmbcr .~fi10

Agar setlap o-ang me nget ahu inva , mernerintahknu
pcngundangan P(''-alumn \\ aiil((1la ini, (lI,ngarl pe-ncrnparann-, <i

dalurn Bcrita Dacrah KOla f:llemlwng.

Pcr.uuran Walikota ini mulai bcrlaku pada l~'nggal
diu nda ngkan.

?asal24

Dengun berlakunya VeralUNU1 Walikotu im, Pcraruran Waliko: .
Palernbang Nomor 51 '[''\hun 2009 tcn{"dg 'l"t:6"'~ Pokok. Fll!1!,;si
dan Uraian Tugas Lembaga Tcknis Daerab Kotn Palemba.n;
81>.BIiBagian Ketujuh dan Kcdelapan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasa! 23

l'l'ose.cllll' clan mekanismr- pelaksanaan lUge::, dan tungsi dllla~;
yRng t;~rsilhl mrernat diutur lelnh lanjur olch Kepalu nlnas.

BAr, !X
!\:[;TENTUJ\:-': PENUTl1P

(:.!} Scg.il:.! :C:lt!ntiJan: dl.g hr-:-~, lil.,·;.~tg".'ic!.t1l"_ .it II.! iI(~;q_h s".-,!"i. •• u

dengan Pcraturan Walikuta iai dilaf:l,k(Fl pen ·CSI!ai';I1.

Iungsi Din!'....
Wallkora in'

(~j Efekufiias pelaksauaan iugas dfl!'
sebagaimana diauu dnlam Pel .iluran
wajih dilaksanak..n ~t:lnmtx.I·jl.l!l;i."rl\i.
1 Januari 2017.
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DAB V!!!
KhTENTUAN p~RAUf-<,\.N
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